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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada BAB 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar Hukum kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntut 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi 

adalah : 

a. Pasal 74 dan 75 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

b.  Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  

c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

 

2.  Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 

pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat disimpulkan beberapa 

kendala yaitu : 

a. Ketentuan mengenai kewenangan KPK sebagai penyidik dan penuntutan 

umum yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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b. Adanya tekanan-tekanan dari pendukung tersangka berupa demonstrasi 

ataupun ancaman terhadap pegawai dan pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). 

c. Adanya kerancuan mengenai masalah pembuktian tindak pidana asal 

dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.Dalam Undang-

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa untuk 

kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib 

membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa bukan termasuk hasil 

dari tindak pidana. 
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B. Saran  
 

Agar Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang perlu di tinjau dandi perbaharui kembali. Mengatur lebih spesifik dan lebih 

ditekankan mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan 

penuntutan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak 

pidana korupsi. Hal tersebut diperlukan guna untuk memperlancar penyelesaian 

kasus tindak pidana pencucian uang tersebut. 
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